BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Sistem budaya patriarkat telah ada sejak zaman Yunani kuno dan masih
eksis hingga saat ini. Sistem budaya patriarkat dalam masyarakat merupakan hasil
konstruksi masyarakat itu sendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi
sehingga sistem budaya dilestarikan dan dipraktikan dalam kehidupan masyarakat.
Masyarakat yang hidup dengan sistem budaya patriarkat menganggap sistem
budaya ini sesuatu yang biasa dan dianggap wajar. Walaupun dalam kenyataannya
sistem budaya ini merugikan dan memengaruhi masalah keadilan bagi perempuan.

Sistem budaya patriarkat merupakan sebuah sistem yang sangat
menekankan kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam tatanan kehidupan sosial
masyarakat. Dalam sistem budaya patriarkat, laki-laki mendapat tempat yang
istimewa sedangkan perempuan tidak. Dalam sistem budaya patriarkat perempuan
selalu dinomorduakan dan didiskriminasi dalam pelbagai bidang kehidupan
masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, hukum, ekonomi, dan agama. Selain
itu, perempuan dicap sebagai makhluk yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan
dianggap lemah, irasional, dan tak berdaya sehingga pekerjaan mereka secara
ekonomi tidak diperhitungkan. Atas pandangan ini, perempuan sulit untuk
mengembangkan diri dan memanfaatkan potensi diri yang mereka miliki.
Perempuan juga dalam masyarakat patriarkat seringkali diberi dengan pekerjaan
rumah tangga, mengasuh, dan melayani suami sehingga mereka kurang
diperkenankan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Bagi perempuan yang
telah menikah yang memiliki pekerjaan di luar rumah, mereka mengalami peran
ganda karena selain bekerja di luar rumah mereka juga bertanggung jawab dengan
pekerjaan rumah tangga. Hal ini menyebabkan perempuan mempunyai beban ganda
dalam menjalankan peran dan fungsi.

Sistem budaya patriarkat yang masih langgeng dalam masyarakat membuat
perempuan mengalami pembatasan ruang gerak, diskriminasi, dan penindasan.
Akibat pembatasan yang dialami oleh perempuan menjadikan perempuan tertinggal
dan tidak bisa mengakses kehidupan di ruang publik. Hal ini menyebabkan



perempuan tidak dapat memanfaatkan secara maksimal potensi diri yang
dimilikinya. Perempuan kemudian dicap sebagai kelompok yang tidak memiliki
potensi dan kualitas dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat. Padahal
ketertinggalan yang dialami oleh perempuan merupakan akibat sistem budaya
patriarkat yang membatasi ruang gerak perempuan. Pembatasan ruang gerak
perempuan akibat sistem budaya patriarkat menyebabkan kebebasan mereka
terbelenggu sehingga mereka sulit untuk menentukan dan memutuskan kehidupan
mereka sendiri. Hal ini berarti mereka kehilangan hak atas diri mereka sendiri.

Melihat realitas kehidupan perempuan dalam masyarakat patriarkat
membuat semua orang baik laki-laki dan perempuan bersuara. Kelompok yang
bersuara untuk perjuangan kehidupan perempuan lebih dikenal dengan feminisme.
Feminisme merupakan suatu gerakan yang berupaya memperjuangkan perempuan
dari pelbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat.
Feminisme hadir untuk membebaskan perempuan dari pelbagai diskriminasi,
penindasan, dan stereotip yang mereka alami. Feminisme melihat budaya patriarkat
sebagai akar masalah ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Feminisme
melihat perempuan dalam masyarakat patriarkat sebagai pribadi yang berbeda
dengan laki-laki. Perempuan dipandang sebagai pribadi kelas dua di bawah laki-
laki sehingga perempuan dalam masyarakat patriarkat kurang mendapat posisi
penting. Feminisme hadir untuk mengubah situasi ketidakadilan yang dialami oleh
perempuan dalam masyarakat patriarkat.

Tujuan feminisme adalah memperjuangkan agar posisi perempuan setara
dengan laki-laki dalam tatanan sosial baik dalam lingkup publik maupun dalam
lingkup domestik. Posisi perempuan dalam masyarakat tidak bisa didiskriminasi
yang menyebabkan mereka mengalami ketidakadilan tetapi harus diakui dan
dihargai keberadaan perempuan sebagai pribadi yang setara dengan laki-laki.
Penghargaan terhadap martabat perempuan merupakan sikap yang mutlak
dilakukan karena bagi feminisme laki-laki dan perempuan merupakan makhluk
ciptaan Tuhan yang memiliki martabat kemanusiaan yang sama. Laki-laki dan
perempuan diciptakan menurut gambar Allah sendiri sehingga tidak ada alasan
untuk memperlakukan perempuan sebagai kelas dua. Selain itu, bagi feminisme

perempuan memiliki kemampuan dan potensi yang sama dengan laki-laki.
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Perempuan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin karena perempuan juga
makhluk rasional. Dengan demikian, pemikiran keliru yang memandang
perempuan sebagai makhluk yang irasional sehingga mereka tidak diperkenankan
untuk menjadi pemimpin. Feminisme hadir untuk melawan sistem budaya
patriarkat yang membelenggu kebebasan perempuan sebagai manusia. Feminisme
menilai sistem budaya patriarkat merupakan sebuah banalitas kejahatan yang perlu
diubah atau dihapus.

Perjuangan feminisme melawan budaya patriarkat merupakan suatu upaya
kesetaraan gender dalam masyarakat. Kesetaraan gender merupakan (gender
equality) adalah laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk
mengembangkan kemampuan personal masing-masing dan membuat pilihan-
pilihan tanpa dibatasi oleh seperangkat stereotip, prasangka, dan peran gender yang
kaku. Hal ini berarti setiap manusia (laki-laki dan perempuan) harus diberi
kesempatan untuk berkiprah dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Laki-laki
dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di luar rumah.
Selain itu, laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama pula
untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, tanpa harus dibebankan kepada
perempuan semata. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan harus diberi
kesempatan untuk menentukan dan memutuskan pilihan karena laki-laki dan
perempuan merupakan makhluk yang rasional dan memiliki kemampuan yang
sama. Dalam kehidupan publik keterlibatan perempuan harus diperhatikan. Dalam
kehidupan bermasyarakat perempuan tidak lagi didiskriminasi, dilecehkan,
ditindas, dan direndahkan tetapi harus diperlakukan sama seperti laki-laki.

5.2 Catatan Kritis

Saat ini perempuan memiliki kebebasan dan hak untuk berkiprah dalam
ruang publik. Perempuan memiliki kebebasan dan hak untuk ikut terlibat dalam
tatanan sosial masyarakat. Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat di Flores
(khususnya masyarakat di Manggarai) tatanan sosial masyarakat masih didominasi
oleh laki-laki. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh
budaya patriarkat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi perempuan
dalam pelbagai tatanan sosial masyarakat, maka penting untuk merubah pespektif
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masyarakat tentang budaya patriarkat dan perlu memberi dorongan dan penyadaran
terhadap perempuan. Masyarakat (khususnya perempuan) harus dibekali dengan
pengetahuan. Dengan itu, tatanan sosial masyarakat tidak hanya diisi oleh laki-laki
tetapi harus menjadi kegiatan bersama baik laki-laki maupun perempuan.
Masyarakat mesti memiliki kesadaran bahwa kesejahteraan dan pembangunan
masyarakat yang adil adalah tanggung jawab bersama. Hal ini berarti perempuan
harus berpartisipasi di dalamnya. Dengan demikian, perlu suatu upaya peningkatan
partisipasi perempuan dalam tatanan sosial masyarakat. Berikut ini beberapa upaya
yang ditawarkan penulis, sekaligus catatan kritis agar laki-laki dan perempuan
memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam tatanan sosial

masyarakat.
5.2.1 Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses mempelajari dan menghayati norma, nilai, dan
peran yang diperlukan supaya seorang individu atau kelompok bisa berpartisipasi
secara efektif dalam masyarakat.'® Berkaitan dengan sosialisasi tentang kesetaraan
gender berarti proses untuk menyadarkan, mempelajari, dan memberi pemahaman
tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sosialisasi kesetaraan gender
berarti memberikan penyadaran akan kesamaan hak dan kebebasan antara laki-laki
dan perempuan. Sosialisasi bertujuan untuk memberi penyadaran dan pemahaman
kepada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan
yang mempunyai kebebasan dan hak yang sama, memiliki potensi, dan manusia
sebagai persona. Dengan demikian, perlakuan yang mendiskriminasi perempuan
dalam masyarakat merupakan perilaku yang merendahkan martabat perempuan.
Proses sosialisasi tentang kesetaraan gender perlu dilakukan sejak dini, agar anak-
anak memiliki pemahaman dan kesadaran akan kesamaan laki-laki dan perempuan
sebagai makhluk yang bebas.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk sosialisasi tentang
kesetaraan gender seperti membuat seminar, menulis artikel, dan membuat katekese
tentang kesetaraan gender. Selain itu, dapat dilakukan melalui didikan dari orangtua

terhadap anak. Anak-anak harus diajarkan tentang cara hidup dan berelasi dengan

185 Bernard Raho, op.cit., him. 114.
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sesama (laki-laki dan perempuan). Orangtua harus mengajar dan mendidik anak-
anak secara sama tanpa diperlakukan secara berbeda berdasarkan jenis kelamin.
Ada beberapa agen yang dapat terlibat dalam psoses sosialisasi tentang kesetaraan

gender'

yaitu; keluarga, kelompok bermain, lingkungan sekolah, dan media masa
dan elektronik. Agen-agen sosialisasi dapat berperan penting dalam penanaman

tentang pemahaman kesetaraan gender kepada anak-anak.
5.2.2 Mendukung Gerakan Sosial Perempuan

Gerakan sosial adalah kegiatan yang terorganisir yang berlangsung lama
dengan tujuan untuk mendukung atau tidak mendukung hal-hal tertentu.'®’
Berkaitan dengan upaya menciptakan kesetaraan dalam masyarakat maka
terbentuklah gerakan sosial perempuan. Gerakan sosial perempuan dapat berupa
organisasi-organisasi seperti, LSM, PKK, (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga),
dan Dharma Wanita. Gerakan sosial perempuan dibentuk untuk melindungi
perempuan dari pelbagai macam diskriminasi dan menciptakan kesejahteraan
masyarakat. Gerakan sosial perempuan dibentuk untuk menyerukan kepada laki-
laki agar menghentikan segala bentuk pelecehan, penindasan, dan pelbagai
diskriminasi yang mengekang hak dan kebebasan kaum perempuan. Oleh karena
itu, sangat dibutuhkan dukungan dari pelbagai pihak baik pemerintah, tokoh agama,
maupun masyarakat biasa, agar gerakan sosial perempuan dapat mencapai tujuan.
Gerakan sosial perempuan sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya patriarkat
dalam masyarakat demi tercipta kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bernard Raho
dalam buku sosiologi menulis “gerakan sosial selalu terarah kepada perubahan
sosial”.8 Hal ini berarti dengan adanya gerakan sosial dapat membawa perubahan
dalam kehidupan bermasyarakat yang sadar akan kesetaraan gender dan akan

melindungi perempuan dari pelbagai diskriminasi.

186 |bid., hlm. 117.
187 Bernard Raho, op.cit., him. 338.
188 |bid., hlm. 339.
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5.2.3 Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti
kekuatan/kemampuan. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai
proses untuk memperoleh daya dan kemampuan dari pihak yang memiliki
kemampuan kepada pihak yang kurang atau belum memiliki kemampuan.i8®
Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dapat dipahami sebagai suatu upaya
sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam pelbagai program
pembangunan agar perempuan memiliki kemampuan untuk akses, kontrol, dan
peran terhadap sumber daya, ekonomi, politik, dan sosial untuk meningkatkan
produktivitas, harkat, dan martabat sebagai individu anggota masyarakat.!®
Pemberdayaan perempuan merupakan tuntutan hak asasi manusia sehingga
pemberdayaan perempuan harus direalisasikan. Pemberdayaan perempuan
memiliki beberapa tujuan,!®! yakni; pertama, untuk meningkat kemampuan
perempuan untuk terlibat dalam pembangunan. kedua, untuk meningkatkan
kemampuan perempuan dalam kepemimpinan. ketiga, untuk meningkatkan
kemampuan perempuan dalam membangun usaha untuk menunjang peningkatan
kebutuhan ekonomi keluarga. Keempat, untuk meningkatkan peran dan fungsi
organisasi perempuan sebagai wadah pemberdayaan perempuan untuk terlibat aktif
dalam pembangunan wilayah. Pemberdayaan perempuan sebagai upaya
mengangkat martabat perempuan sebagai manusia yang memiliki potensi. Oleh
karena itu, untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan harus dilukakan hal-
hal konkret,'% yakni; pertama, meningkatkan pendidikan kaum perempuan agar
perempuan dapat bersaing dengan laki-laki baik bidang politik, ekonomi, maupun
sosial-budaya. Kedua, mendukung organisasi kelompok perempuan mulai dari
tingkat desa hingga tingkat nasional. Ketiga, meningkatkan fungsi dan peran
organisasi perempuan dalam pemberdayaan masyarakat. Keempat, membuka ruang
bagi kelompok perempuan untuk berpartisipasi dalam semua program

189Aletheia Rabbani, ‘“Pengertian Pemberdayaan Menurut Ahli”, dalam Sosiologi79,
https://www.sosiologi79.com. diakases pada 2 Mei 2023.

1% Dwi Muhammad Ramadani, “Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam
Pemberdayaan Perempuan di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai
Timur”, Jurnal llmu Pemerintahan, 8:3 (Samarinda, Desember, 2020), him. 679.

191 Riant Nugroho, op.cit., him. 164,

192 |bid., hlm. 165.
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pembangunan yang ada dalam masyarakat. Kelima, meningkatkan kemampuan
perempuan dalam bidang usaha dengan pelbagai keterampilan, seperti kemampuan

produksi.
5.2.4 Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik

Partisipasi berasal dari kata participation yang memiliki arti mengambil
bagian atau pengikutsertaan. Secara harafiah, partisipasi adalah keikutsertaan
dalam suatu kegiatan. Secara umum, partisipasi merupakan keterlibatan dan
keikutsertaan baik individu maupun kelompok untuk secara aktif dan sukarela
dalam keseluruhan proses suatu kegiatan.!®® Berhubungan dengan perjuangan
feminisme, partisipasi berarti ruang gerak kebasan bagi perempuan untuk berkarya
dan berekspresi dalam ruang publik sesuai dengan kemampuan yang ada dalam
dirinya. Hal ini berarti, perempuan dapat berkarya di ruang publik tanpa
mengabaikan perannya dalam ruang privat (keluarga). Partisipasi perempuan dalam
ruang publik untuk menghilangkan pandangan yang mengatakan ruang publik
adalah dunia laki-laki.*%

Wujud kebebasan perempuan dalam berekspresi dapat dilihat dalam
partisipasi perempuan di ruang publik. Saat ini perempuan memiliki kebebasan dan
hak untuk berpartisipasi dalam ruang publik, seperti dalam bidang politik,
pendidikan, ekonomi, dan sosial-budaya. Dalam bidang politik perempuan
mempunyai hak dan kebebasan untuk terlibat aktif. Perempuan mempunyai hak dan
kebebasan dalam politik telah didukung oleh UU NO. 15 Tahun 2011 tentang
penyelenggaraan pemilu yang mengatur supaya komposisi penyelenggara pemilu
memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.'%® UU ini telah memberi
kesadaran bagi perempuan bahwa pentingnya Kketerlibatan dan keterwakilan

perempuan dalam politik. Perempuan tidak lagi hanya berurusan dengan pekerjaan

193 Edi Kusmayadi, Wiwi Widiastuti, dan Fitriyani Yuliawati, “Perempuan dan Politik, Dikotomi
Antara Ruang Privat dan Ruang Domestik (Studi Kasus Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kota
Tasikmalaya Periode 2009-2014)”, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintah, 3:1 (Tasikmalaya, Januari
2011), him. 396-397.

194 Rofinus Sumanto, op.cit., him. 75.

195 Loura Hardjaloka, “Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif
Regulasi dan Implementasi”, Jurnal Konstitusi, 9:2 (Jakarta, Juni, 2012), him. 418.
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rumah tangga tetapi berkesempatan untuk berkiprah dalam ruang publik, seperti
dalam bidang politik.

Pemilu tahun 2019 telah mengalami peningkatan keterwakilan perempuan
dalam parlemen dan menjadi ketua di parlemen dalam sejarah Indonesia. Hal ini
terjadi karena melalui kebijakan affirmasi yang dituangkan dalam UU pemilu,
partai politik yang mengharuskan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan.
Pada pemilu tahun 2019 dari 575 anggota legislatif yang dibutuhkan hanya 118
(20,5%) perempuan yang lolos ke parlemen sedangkan laki-laki ada 457 (79,5%).
Walaupun hasil pemilu tahun 2019 masih didominasi oleh laki-laki, namun tak
dimungkiri bahwa pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan mengalami
peningkatan dari pemilu-pemilu sebelumnya, seperti pemilu tahun 2014
keterwakilan perempuan hanya mencapai 97 orang (17,3%). Pencapaian kaum
perempuan dalam pemilu 2019 belum mencapai kuota yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.'® Hal ini berarti perempuan perlu terus berjuang untuk bisa mencapai
kuato yang telah ditentukan.

Meningkatnya partisipasi, jumlah keterwakilan perempuan, dan menjadi
ketua di parlemen dapat dikatakan sebagai pencapaian perjuangan perempuan
dalam politik. Selain dalam bidang politik, perempuan juga mempunyai hak dan
kebebasan untuk berada dalam bidang pendidikan baik sebagai pendidik maupun
sebagai terdidik. Bidang pendidikan tidak hanya dunia laki-laki, tetapi milik
bersama (laki-laki-laki dan perempuan). Keberadaan perempuan dalam pendidikan
demi terciptanya pembangunan masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam ruang publik merupakan suatu pencapaian
perjuangan feminisme yang telah menyadarkan masyarakat bahwa laki-laki dan
perempuan mempunyai hak, kebebasan, kemampuan, dan kesempatan yang untuk
berpartisipasi dalam ruang publik. Perempuan memiliki hak dan kebebasan untuk
berkarya dalam ruang publik seperti dalam politik, pendidikan, pemerintah, dan
ekonomi. Sekarang ini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah (perempuan
karir) dan bahkan menjadi pemimpi. Hal ini merupakan bentuk pencapain

perempuan dalam upaya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan

1% Juniar Laraswanda Umagapi, “Representasi Perempuan di Parlemen Hasil pemilu 2019:
Tantangan dan Peluang”, Kajian, 25:1 (Jakarta, Maret 2020), him. 24.
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bermasyarakat. Pencapaian-pencpain perempuan dalam ruang publik masih belum
maksimal. Hal ini dapat terlihat dalam pelbagai sektor kehidupan masyarakat masih
didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, gerakan perjuangan kebebasan
perempuan mesti terus berjuang demi tercapainya kesetaraan laki-laki dan

perempuan dalam pelbagai tatanan sosial masyarakat.
5.2.5 Peran Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat

Peran merupakan pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari
seorang individu yang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat.'®’ Berkaitan
dengan peran perempuan dalam pembangunan merupakan hak dan kewajiban
perempuan Yyang harus dijalankan sesuai dengan status tertentu dalam
pembangunan, seperti pembangunan dalam politik, pendidikan, ekonomi, sosial-
budaya, dan pertahanan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
Perempuan mempunyai peran yang amat penting dalam pembangunan masyarakat
baik sebagai seorang ibu maupun sebagai wanita karir. Berkaitan dengan peran
perempuan sebagai ibu harus bertingkah laku sebagaimana yang diharapkan
masyarakat, seperti menyusu anak, mengasuh dan mendidik anak-anak. Berkaitan
dengan peran perempuan yang memiliki posisi tertentu dalam ruang publik,
misalnya dalam bidang politik, perempuan mesti bertingkah laku sebagaimana yang
diharapkan oleh masyarakat, seperti menciptakan kesejahteraan dan keadilan
masyarakat.!%

Peran perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya memujudkan
pembangunan yang berkeadilan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.'% Saat
ini perempuan memiliki kebebasan untuk berkiprah dalam ruang publik seperti
dalam bidang pendidikan, politik, dan sosial budaya. Perempuan yang bekerja di
ruang publik memiliki peran penting dalam pembanguan masyarakat, misalnya
perempuan yang berkiprah dalam bidang politik. Dalam bidang politik perempuan
memiliki peran untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang tidak

merugikan salah satu jenis kelamin, menciptakan masyarakat yang adil, tenteram,

197 Bernard Raho, op.cit., him. 86.

198 Ibid., him. 87.

19Fathiyah Wardah, “Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa”, dalam Voaindonesia,
https://www.voaindonesia.com. diakses pada 5 Mei 2023.
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dan sejahtera, dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal inilah yang dilakukan
oleh Novita Wijayanti sebagai anggota DPR RI yang memperjuangkan hak-hak
perempuan melalui anggaran gender dalam fungsi kedewanan dan
memperjuangkan hak perempuan dalam dalam bentuk pembangunan infrastruktur,
perhubungan, dan pembangunan pedesaan yang ramah bagi ibu hamil, lansia, dan
disabilitas; membuat loket khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, pembagunan
rumah bagi janda yang berpenghasilan rendah dan pembangunan Badan Usaha
Milik Desa (BUMdes) yang dapat membuka lapangan kerja khususnya untuk
masyarakat.?®® Hal ini menunjukkan peran perempuan dalam pembangunan
masyarakat adalah untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih
sejahtera dan damai.

Partisipasi perempuan dalam ruang publik dibutuhkan sumber daya manusia
yang memadai. Dalam pembangunan sumber daya manusia sangat dibutuhkan
pendidikan. Proses pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan tidak
terlepas dari peran perempuan. Perempuan memiliki peranan yang sangat penting
dalam pendidikan, seperti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain itu, perempuan memiliki peran dalam mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Perempuan memiliki peran
dalam mengembangkan potensi diri, memiliki spiritual keagamaan yang baik,
keperibadian, pengendalian diri, kecerdasan peserta didik. Dengan demikian
pentingnya peran perempuan terhadap perkembangan dunia pendidikan dan
peningkatan pengetahuan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dan
negara.?®

Perempuan juga sangat berperan penting dalam meningkatkan
perekonomian keluarga dan membantu program pengentasan masalah kemiskinan.
Hal ini dapat dilihat dalam peran perempuan Bajo, di Wuring, Kabupaten Sikka.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili dan Sonny, perempuan
Bajo di Wuring tidak hanya berurusan dengan pekerjaan rumah tangga tetapi juga
terlibat dengan penangkapan ikan. Bagi mereka wilayah laut merupakan wilayah

bersama (laki-laki dan perempuan). Perempuan Bajo terbiasa dalam semua kegiatan

200 Juniar Laraswanda Umagi, op.cit., him. 28-29.
201 Syifa Evania Farin, “Peran Perempuan dalam Pendidikan di Indonesia pada Zaman Modern”,
Seri Publikasi Pembelajaran, 1:2 (Banjarmasin, 2021), him. 4.
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melaut, seperti menjadi anak buah kapal (ABK) dan nelayan. Hasil dari pekerjaan
mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti untuk kebutuhan
rumah tangga dan membayar uang sekolah anak-anak.?’> Hal ini menunjukkan
peranan perempuan Bajo dalam pekerjaan penangkapan ikan sangat mendukung
pemenuhan ekonomi keluarga dan berlanjut dalam pengentasan masalah

kemiskinan.
5.3 Saran
5.3.1 Bagi Perempuan dalam Masyarakat Patriarkat

Perempuan harus melawan diskriminasi dan subordinasi yang mereka
alami. Sikap menerima terhadap suatu sistem yang membelenggu kebebasan
perempuan harus diubah menjadi sikap kritis dan optimis. Perempuan harus
membangkitkan sikap kritis terhadap sistem sosial seperti sistem budaya patriarkat
yang membuat perempuan mengalami ketidakadilan. Perempuan harus berani
berkata “tidak” terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai yang diyakininya.
Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi, menulis pelbagai literatur tentang
kesetaraan gender, dan terlibat dalam organisasi perempuan. Selain itu, perempuan
harus membangun sikap optimis dalam diri bahwa mereka setara dengan laki-laki,
memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dan perempuan harus berjuang terhadap
sistem sosial yang membelenggu diri mereka. Perempuan harus berjuang terhadap
stereotip yang memojokkan mereka dari kehidupan sosial. Melalui kesaksian hidup
setiap hari, perempuan harus menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi yang
sama dengan laki-laki sehingga perempuan patut diperhatikan dan diperhitungkan
dalam kehidupan bermasyarakat.

5.3.2 Bagi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkat

Laki-laki dalam budaya patriarkat merasa beruntung atas sistem budaya yang
menempatkan mereka pada posisi yang istimewa dalam masyarakat. Dengan posisi
tersebut laki-laki mengalami kesulitan untuk meninggalkan pola hidup yang lama.

Namun, laki-laki perlu menyadari bahwa pola hidup yang mensubordinasi

202 Nurlaili dan Sonny Koeshendrajana, “Peran Perempuan Bajo dalam Rumah Tangga Perikanan

Tangkap di Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur”,
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 5:2 (Jakarta, Juni 2010), him. 207.
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perempuan merupakan suatu bentuk penindasan yang menghilangkan martabat
kemanusiaan perempuan. Dengan demikian, laki-laki perlu membuka hati untuk
memperlakukan perempuan sebagai pihak yang sejajar dengan mereka. Laki-laki
tidak boleh menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan. Apabila ada masalah
harus diselesaikan dengan dialog atau komunikasi tanpa harus menggunakan
otoritas. Oleh karena itu, sikap lebih tinggi dan pandangan perempuan sebagai
makhluk yang lemah perlu ditinggalkan. Laki-laki harus memandang perempuan
sebagai manusia yang sama dengan laki-laki yang memiliki hak dan kebebasan,
sehingga keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk berekspresi dalam ruang
publik.

5.3.3 Bagi Kaum Feminis

Para kaum feminis mesti terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat
tentang akar permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat.
Kaum feminis perlu memberi pembekalan terhadap anak-anak tentang kesetaraan
gender. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dalam lingkungan sekolah dan
lingkungan masyarakat. Dengan ini, anak-anak dapat memiliki pemahaman dan
pengetahuan tentang kesetaraan gender dan dampak sistem budaya patriarkat
terhadap perempuan. Selain itu, kaum feminis perlu menggali dan mengasah
potensi perempuan agar mereka tidak terus dibelenggu oleh budaya patriarkat. Hal
yang dapat dilakukan adalah memberi pelatihan dan keterampilan khusus terhadap

perempuan, seperti keterampilan untuk kuliner dan kerajinan tangan lainnya.
5.3.4 Bagi Keluarga

Keluarga merupakan suatu institusi yang pertama dan utama bagi
pendidikan anak sejak lahir. Keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi
anak untuk pembekalan tentang kesetaraan gender. Dalam keluarga orangtua harus
membangun kehidupan bersama yang harmonis, tanpa harus membedakan tugas
dan fungsi. Orangtua tidak hanya membeban pekerjaan dapur kepada anak
perempuan tetapi mesti juga melibatkan anak laki-laki. Hal ini sebagai bentuk
pembelajaran orangtua terhadap anak tentang kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan harus dimulai dari hidup harian
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keluarga. Dengan itu, anak akan mendapat pemahaman yang baik bahwa antara
laki-laki dan perempuan setara.

5.3.5 Bagi Gereja

Gereja mesti terlibat aktif untuk menyelamatkan umatnya dari pelbagai
masalah sosial. Gereja memiliki peran yang sangat penting dalam upaya
pembebasan perempuan dari pelbagai bentuk diskriminasi dan belenggu budaya
patriarkat. Gereja menjadi agen pastoral dalam melakukan katekese umat tentang
dasar penindasan perempuan dalam masyarakat. Selain itu, melakukan katekese
tentang kesetaraan gender dan menjelaskan bahwa akar ketidakadilan pada
perempuan adalah budaya patriarkat yang terus dilestarikan masyarakat.

Mewujudkan kesetaraan gender bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan
oleh suatu suatu bangsa walaupun budaya patriarkat sudah berlangsung lama.
Mewujudkan kesetaraan gender merupakan agenda jangka panjang yang tidak
dapat terwujud dalam waktu yang singkat. Mewujudkan kesetaraan gender dalam
masyarakat patriarkat berarti merubah sistem budaya yang berawal dari perubahan
mental dan cara pandang masyarakat. Laki-laki dan perempuan mesti saling
memadang sebagai manusia yang mempunyai martabat kemanusiaan, kebebasan,
hak, dan kesempatan yang sama. Kesetaraan laki-laki dan perempuan berarti laki-
laki dan perempuan harus memiliki kesempatan, kebebasan, dan hak yang sama

luas untuk berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat.
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